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ABSTRAK 
Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Indonesia menjadi negara hukum tidak menutup kemungkinan Indonesia memiliki lembaga-lembaga baru yang bersifat independen.Dengan muncul adanya lembaga-lembaga baru maka terjadi tumpang tindih kewenanagan yang mengkibatkan pada ketidakjelasan lemabga yang mengatur dan berhak untuk mengadili.Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata 

“independen” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga bunyi Pasal 1 angka 1  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) menjadi “ Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi,tugas,dan wewenang penagturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dalam Undang-Undang ini.”    
Kata kunci : Independen, Mahkamah Konstitusi, Otoritas Jasa Keuangan 

ABSTRACT 
 Indonesia is a State of Law in accordance with the foundation of the Constitution of the State of Indonesia namely in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. With Indonesia a legal state does not rule out Indonesia has new institutions that are independent. -the new institutions there is overlapping kewenanagan which resulted in the obscurity lemabga governing and entitled to judge.Based on the Decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XII / 2014 states that the phrase "and free from interference of others" that follow the word "independent "In Article 1 Sub-Article 1 of Law Number 21 Year 2011 regarding the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253) is contradictory to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and has no legal force that is binding. So that the sound of Article 1 number 1 of Law Number 21 Year 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253) becomes "Financial Services Authority, hereinafter abbreviated OJK is an independent institution, has the functions, duties and authorities of strike, supervision, investigation and investigation as defined in this Law. "  



Keywords: Independent, Constitutional Court, Financial Services Authority  A.Pendahuluan 1. Latar Belakang Masalah Perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam sistem dan struktur 
kekuasaan negara merupakan hasil koreksi terhadap cara dan sistem kekuasaan negara 
sebagai akibat tuntutan reformasi serta aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat”.1 
Selain adanya tuntutan reformasi, perubahan dan pembentukan lembaga tersebut 
dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya cita-cita negara demokrasi, tegaknya hak 
asasi manusia dan hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa. 

Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara 
Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.2 Dengan Indonesia menjadi negara hukum tidak menutup kemungkinan 
Indonesia memiliki lembaga-lembaga baru yang bersifat independen. Munculnya lembaga-
lembaga independen dalam dunia modern adalah salah satu kondisi yang tak terelakan. 
Ada 2 (dua) faktor yang menjadikan pertimbangan kuat bagi munculya lembaga-lembaga 
independen tersebut, yang pertama yaitu karena lembaga yang lama sudah tidak 
memuaskan dalam melakukan kinerjanya, bersifat tidak independen dan bahkan terlibat 
dengan korupsi dan yang kedua bahwa perkembangan jaman di negara Indonesia yang 
memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang menuntut negara Indonesia 
membuat atau membutuhkan lembaga-lembaga baru yang bersifat independen yang 
didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan 
kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Munculnya organ atau lembaga-lembaga independen bermula pada perkembangan 
jaman yang semakin maju dan munculnya permasalahan-permasalahan baru sehingga 
negara membutuhkan lembaga-lembaga baru untuk memperingan tugasnya. Organ atau 
lembaga negara tersebut yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan sistem pemerintahan, akan tetapi dalam 
pelaksanaannya masih kurang dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan dari konsep 
kedaulatan rakyat. Selain diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar yang berbeda-
beda yaitu dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan 
keputusan presiden. 

Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, 
termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan 
masyarakat tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan, 
komisi, komite, badan, atau otorita.3 Dalam konteks negara Indonesia, kecenderungan 
munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya 
                                                             

1Lukman Hakim, Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas 
Brawijaya, Malang, 2010, h. 1. 2 Bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah 
negara hukum”. 
 3Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretaris 
Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h.v. 



perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Lembaga-lembaga baru tersebut bisa dikenal dengan istilah lembaga negara bantu dan 
merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.4 Hal lain yang 
melatarbelakangi lahirnya lembaga baru ini adalah “kekuatan baru” dalam struktur 
pemerintahan yang beasal dari konsep demokrasi dan hak asasi manusia, yaitu kekuatan 
masyarakat sipil.5  

Salah satu lembaga baru yang terbentuk yaitu lembaga BPK atau yang selanjutnya 
disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan 
lembaga pemerintahan yang bersifat independen dan tidak terdapat campur tangan dari 
lembaga pemerintah manapun. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengolahan 
dan tanggungjawab keuangan negara.6  

Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam struktur kelembagaan negara 
Indonesia terkait dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pengawasan terhadap 
kinerja pemerintahan.7 Karena fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersifat 
politis, diperlukan lembaga khusus yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan (financial 
audit) secara teknis. Lembaga seperti ini juga ada di Belanda dengan nama Raad van 
Rekenkamer.8 Di Perancis, lembaga yang mirip dengan lembaga tersebut adalah Cout des 
Comptes. Perbedaan antara keduanya yaitu di dalam sistem Prancis, lembaga ini disebut cour 
atau pengadilan karena memang berfungsi juga sebagai forum yudisial bagi pemeriksaan 
mengenai penyimpangan yang terjadi di dalam tanggung jawab penelolahan keuangan.9 

Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan 
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan 
negara.10 Terkait dengan Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat hubungan antara 
Badan Pemeriksa Keuangan dengan Bank Indonesia. Hubunga tersebut yaitu berupa 
laporan tahunan yang harus diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua 
lembaga ini merupakan lembaga yang independensi.  

Kedudukan Bank Indonesia mempunyai peran yang paling utama dan penting. 
Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir setiap provinsi mempunyai cabang 
bank sentral. Fungsi utama bank sentral adalah mengatur masalah-masalah yang 
                                                             
 4Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,Sekretaris 
Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h.v. 
 5Lukman Hakim, Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia, Malang, 2010, h.4. 6http://www.uraiantugas.com/2016/10/tugas-wewenang-badan-pemeriksa-keuangan.html, Diakses pada 
tanggal  29 Mei 2017, Pukul 10.19 WIB. 7 http:/www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-03/S45892-Moh Luqman Fadlli. Diakses pada tanggal 11 
Juli 2017, Pukul 12.37 WIB.  8 Ibit.   9 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses, dan Hasil 
Perubahan, 1992-2002 – Buku VII: Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Nasional, (Jakarta: 
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) h.12. 10http://www.uraiantugas.com/2016/10/tugas-wewenang-badan-pemeriksa-keuangan.html, Diakses 
pada tanggal  29 Mei 2017, Pukul 10.19 WIB. 

  



berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Di Indonesia tugas bank sentral di pegang 
oleh Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sering disebut dengan Bank 
to Bank dalam pembanguanan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal 
ini disebabkan bahwa pembangunan di sektor apapun selalu membutuhkan dana dan dana 
ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank.  

Perkembangan terakhir karena lemahnya pengawasan internal terhadap bank-bank 
di Indonesia oleh Bank Indonesia oleh karenanya Bank Indonesia memerlukan lembaga 
yang independen dan dapat membantunya untuk melakukan pengawasan terhadap bank-
bank yang ada di Indonesia ini. Maka lahirlah OJK atau yang selanjutnya disebut dengan 
Otoritas Jasa Keuangan. Dasar hukum lahirnya Otoritas Jasa Keuangan yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang 
Otoritas Jasa Keuangan. Penegasan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga 
independen termaktup dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan.11  

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Thahun 2011 (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) 
tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.12 
Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam 
pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta mengantikan peran 
Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi 
konsumen industri jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Otoritas Jasa 
Keuangan diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam 
penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan13, serta keseluruhan 
kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan 
akuntebel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan 
dan stabil.14 

Setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan banyak perdebatan dalam masyarakat 
mengenai lembaga independen ini. Masyarakat menilai bahwa tugas dan wewenang 
Otoritas Jasa Keuangan masih ada campur tangan dari lembaga lainnya. Sehingga Otoritas 
Jasa Keuangan masih diragukan independensinya. Dengan adanya perdebatan tersebut, 
maka diajukanlah permohonan kepada Mahkamah konstitusi untuk menguji kembali 
(Judicial Review) Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
                                                             

11 “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan 
bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, 
pemeriksaan, dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.  12 https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan, Diakses tanggal 12 Juli 2017, Pukul 14.57 
WIB.  13http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/Chapter-II.pdf, Diakses tanggal 19 Juli 2017, pikul 10.59 
WIB. 14 Ibid.  



111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan 
untuk bembubarkan Otoritas Jasa Keuangan yang menurut para pemohon sangatlah tidak 
efektif dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Namun setelah di uji kembali oleh 
Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) 
tentang Otoritas Jasa Keuangan tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya permohonan untuk membubarkan 
Otoritas Jasa Keuangan tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga 
permohonan yang diajukan oleh permohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah 
Konstitusi.  

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PPU-XII/2014 menjadi 
acuan peneliti bahwa kedudukan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa keuangan 
adalah sama seimbang serta tidak ada perbedaan antara Bank Indonesia dengan Otoritas 
Jasa Keuangan bahkan Otoritas Jasa Keuangan memeiliki kewenangan melibihi Bank 
Indonesia sebagai induk dari perbankan di negara Indonesia. Sehingga tidak dapat 
dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang lahir dari 
Undang-Undang Bank Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66) tentang Bank 
Indonesia namun kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di dalam perbankan negara 
Indonesia melebihi kerwenangan Bank Indonesia ang merupakan sentra perbankan. 
2.Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 
a. Bagaimanakah Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Pemerintahan 

Republik Indonesia Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
XII/2014? 

b. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank 
Indonesia? 

3. Metode penelitian 
 Jenis penelitian yang digunankan adalah penelitian hukum normatif 

dijelaskan bahwa “aktivitas untuk menemukan norma-norma yang akan digunakan 
untuk memberikan dasar pembenaran kepada keputusan yang diambil dalam rangka 
menyelesaikan sutu perkara”.15 Penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah, serta berusaha 
menelaah permasalahan dengan teori-teori maupun literatur-literatur yang mendukung 
dan berkaitan khususnya difokuskan kepada eksistensi Otoritas Jasa Keuangan dalam 
sistem pemerintahan Republik Indonesia terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor  25/PUU-XII/2014.  

Metode pendektan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan 
dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis 
yang dibentuk lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara 

                                                             
15 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, 2013, h.77 



umum.16 Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari 
aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan 
masalah yang dihadapi.17Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan kasus (case 
aproach). Dalam pendekatan kasus (case aproach), yang perlu dipahami oleh peneliti 
adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai 
kepada keputusannya.18  

B. PEMBAHASAN 
1. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia 

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.  
Negara adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sekumpulan masyarakat yang 

mempunyai keinginan untuk bersatu yang diatur dalam sebuah organisasi yang berbentuk 
pemerintahan yang mengatur berbagai kehidupan bersifat mengikat dan memaksa dan 
bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera.  
 
a.Kedudukan otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 21 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan.  

 
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia merupakan suatu struktur yang terdiri 

dari fungsi-fungsi eksekutif, legislatif dan yudisiil yang saling berhubungan, bekerjasama 
serta dapat mempengaruhi satu sama lain.19 Dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
tersebut, suatu penyelenggara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dengan maksud dan tujuan yang terwujudnya hubungan lembaga atau 
organ negara yang berjalan secara sistematis, baik, serta dengan benar.  

Pokok-pokok dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana yang 
termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 
sebagai berikut:20 
a. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara Indonesia terbagi 

dalam beberapa provinsi;  
b. Bentuk pemerintahan adalah Republik dan Sistem Pemerintahan adalah Presidensial;  
c. Presiden adalah kepala negara dan merupakan kepala pemerintahan; 
d. Menteri-menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab pada presiden; 
e. Parlemen terdiri atas 2 (dua) bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwalilan Rakyat dan 

Dewan Perwakilan Daerah. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah merupakan anggota Majelis Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat yang 
terdiri atas para wali  rakyat yang dipilih melalui pemilu dengan sistem proposional terbuka. 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah para wali dari masing-masing proinsi yang 
berjumlah 4 (empat) orng dari tiap provinsi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih oleh 

                                                             
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, h. 35. 

 17  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi,Kencana Penada MediaGroup, Jakarta, 
2014, h.177. 18 Ibid, hlm 158 19 Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.120.  20 http://nachabu.ilmci.com/6589/09/sistem-pemerintahan-republik-indonesia-menurut-uud-1945-
2.aspx. Diakses pada tanggal 6 Desember 2017, Pukul 14.10 WIB. 



rakyat melalui pemilu dengan sistem distrik perwakilan. Selain lembaga Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang anggotanya juga dipilih melalui 
pemilu.Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi 
jalannya pemerintahan.  

f. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan badan 
peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.  

g. Sistem pemerintahan negara Indonesia menutut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen pada dasarnya masih menganut Sistem 
Pemerintahan Presidensial. Hal ini dibuktikan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah 
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan 
langsung Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. Namun 
sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan 
melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem 
presidensial.  

b. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan  
Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 34 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 
pemerintah diamanatkan membentuk Lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang 
independent, selambat-lambatnya akhir tahun 2010. Namun rencana tersebut gagal baru 
terjadi pada tahun 2011 yang merencanakan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan 
menjadi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.  

Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain makin komplek dan 
bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala kongkimerasi perusahaan jasa 
keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu,salah satu alas an 
rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah beranggapan 
bahwa Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor 
perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi yang melanda 
Indonesia dari mulai pertengahan tahun 1997, dimana sebanyak 16 (enam belas) bank 
dilikuidasi pada saat itu. 

 
c. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan  

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tujuan dan fungsi yang termaktub dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) 
tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun visi dan misi dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan 
adalah sebagai berikut: 

a. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan  
Visi dari pada Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas 

industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan 
masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar 



perekonomian nasional yang berdaya saing gloal serta dapat memajukan kesejahteraan 
umum.21 Sedangkan Misi dari pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu:  

  1. mewujudkan terselenggaanya selurug kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, 
adil, transparan, dan akuntabel; 

2.   mewujudkan suistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; 
3.   melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.  

 
d. Tugas dan Wewenang Otoitas Jasa Keuangan  

Dalam Pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tujuan dan fungsi yang 
termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa tugas dari Otoritas Jasa 
Keuangan adalah sebagai berikut:22 
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbanakan; 
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan  
c. Kegiatan jasa keuagan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga Jasa Keuangan lainnya.   
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sekor Perbankan 

sebaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang: 
a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 

1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggara dasar, rencana kerja, 
kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi 
bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan  

2) Kegiatan usaha bank, antaa lain sumber dana penyediaan dana, prosuk hibridasi, dan 
aktivitas di bidang jasa; 

 
b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 

1) Likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas 
maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 

2) Laporan bank yang terkait degan kesehatan dan kinerja bank; 
3) Sistem informasi debitur; 
4) Pengujian kredt (credit testing); dan  
5) Standar akuntansi bank.  

 
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:  

1) Manajemen resiko; 
2) Tata kelola bank; 
3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan  

                                                             
21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan. 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan.  



4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. 
 

d. Pemeriksaan bank.  
Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan sesuai dengan Pasal 

6 diatas, Otoritas Jasa Keuangan diberikan wewenang: 
1) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;  
2) Menetapkan pengaturan perundnag-undangan di sektor jasa keuangan; 
3) Menetapkan pengaturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan; 
4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 
5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan; 
6) Menetapkan pengaturan megenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga 

Jasa Keuangan dan pihak tertetu; 
7)  Menetapjan engaturan mengenai tata cara penetaoan pengelola statute pada Lembaga Jasa 

Keuangan; 
8) Menetapkan struktur organisasi dan inftastruktur, serta mengelola, memelihara, dan 

menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan  
9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.   
Untuk melaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang: 
1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; 
2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh para Kepala Eksekutif; 
3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan 

lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan 
sebagaiman dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

4) Memberikan perintah tertulis kepad Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; 
5) Melakukan penunjukan pengelola statuter; 
6) Menetapkan penggunaan pengelola statute; 
7) Menerapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap 

peraturanperundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan  
8) Memberikan dan/atau mencabut; 

a. Izin usaha; 
b. Izin orang perseorangan; 
c. Efektifnya pertanyaan pendaftaran; 
d. Surat tanda terdaftar; 
e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha; 
f. Pengesahan; 
g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan  
h. Penetapan lain.  

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan  .  
 
1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Perbankan di Indonesia 

Pengaturan terhadap pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi 
wewenang sebagai berikut: 



a) Kewenangan memberikan izin (right to license)  
Kewenangan memberikan izin merupakan kewenangan untuk menetapkan tata 
cara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh Otoritas 
Jasa Keuangan meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, 
pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian 
persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank 
untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu; 

b) Kewenangan untuk mengatur (right t regulate)  
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur yaitu kewenangan untuk 
menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan 
dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mempu memenuhi jasa 
perbankan yang diinginkan masyarakat; 
 

2. Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan di 
Indonesia  

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga 
keuangan bank dna lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank meliputi, bank 
umum, bank syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). lembaga keuangan nonbank 
meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pengadaian, dana pensiun, koperasi, dan 
lembaga penjaminan dana pembiayaan-pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai 
lembaga pembiayaan antara lain perusahaan sewa guna usaha (leasing), perusahaan 
pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura.23  

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tanggal 22 November 2011, 
pengawasan jasa keuangan di Indoneisa berubah yang pada awalnaya dilakukan oleh 
beberapa lembaga menjadi pengawasa yang dilakukan oleh lembaga tunggal yaitu Otoritas 
Jasa Keuangan yang tertera pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan berfungsi 
menyelenggarakan sistem pengaturan dan penagwasan yang terintegrasi terhadap 
keseluruhan kegiatan di dlaam sektor jasa keuangan. 

Secara teoritis, terdapat dua aliran (school of thought) dalam hal pengawasan lembaga 
keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri 
keunagan sebaiknya dilakukan oleh insitusi tunggal namun di pihak lain ada aliran yang 
brpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa 
lembaga. Ketentuan pengawasan lembaga jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan harus 
dilakukan secara terintegritas atau kesatuan dengan baik, agar berjalan sesuai dengan 
filosofi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan.   
 
                                                             23 Hasbi Hasan, “Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan 
Syariah”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No. 3, Oktober  2012, h.373.  



3. Nilai-Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan 
Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen terbebas dari campur 

tangan pihak manapun terasuk Bank Indonesia. Agar menjadi lembaga yang akuntebel, 
transparan, dan terbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Otoritas Jasa Keuangan serta 
intevensi dari pihaklain, Otoritas Jasa Keuangan memiliki nilai-nilai strategis yaitu:24 

1. Integritas 
Integritas adalah bertindak, objektif, adil, dan konsisten ssuai dengan kode etik dan 
kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. 
2. Profesionalisme  
Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab. 
3. Sinergi  
Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal 

maupun eksternalsecara produktif dan berkualitas. 
4. Inklusif  
Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta 

memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan (perbankan.  
5. Visioner  
Visioner adalah memiliki wawasan yang luasa dan ampu melihat ke depan (forwat 

looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (out of the box thinking).  
 

4. Indepedensi Otoritas Jasa Keuangan  
Otoritas pengawasan lembaga jasa keuangan membutuhkan independensi, baik 

dari pemerintahan maupun dari industri yang diawasi, sehingga tujuan Otoritas Jasa 
Keuangan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 
terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Pentingnya 
independensi bagi otoritas pengawas jasa keuangan karena dua hal. Pertama, hmpir semua 
krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1990an diakibatkan oleh pengaruh politik. Lemah 
dan tidak efektifnya regulasi seringkali disebabkan campur tangan politik. Kedua, 
dialihkannya kewenangan pengawasan dari bank sentral. Bank sentral selama ini telah 
mendapatkan independensi sehingga dengan dialihkannya pengawasan dari bank sentral 
isu independensi muncul kembali.  

Indepedensi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan 
wewenang berkaitang dengan beberapa hal yaitu: 

1. Independensi yang berkaitan erat dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya 
dapat dilakukan brdasarkan sebeb-sebab yang diatur dalam undnag-undang 
pembentukan lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya administrative 
agencies yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden karena jelas 
merupakan lembaga eksekutif; 

2. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan satu orang pimpinan. 
Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan 
keputusan-keputusan, khususnya sebagai akibat proses penilaian keanggotaannya; 

                                                             
24 https://dosen.perbanas.id/peran-otoritas-jasa-keuangan-ojk-di-indonesia/, Diakses pada tanggal 14 

Juli 2018, Pukul 17.33 WIB. 



3. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu; 
dan  

4. Masa jabatan para pimpinan lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian 
(staggered terms).  

Lembaga independen harus mampu memformlasikan kebijakan atas dasar strategi 
jangka panjang dan dapat mengambil keputusan yang kredibel. Indepedensi dapat 
diperoleh dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian pengurus, 
otonomi anggaran, dan kemampuan mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebijakan 
internal lembaga.  

Operasional Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang terdiri 
dari 9 (sembilan) orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasa 10 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa 
Keuangan. Komposisi Dewan Komisioner yang akan ditempati oleh mantan pegawai 
lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya keraguan bahwa Otoritas Jasa Keuangan 
akan benar-benar independen.25 Susunan anggota Dewan Komisioner terdiri dari: 
a. Seorang Ketua Dewan Komisioner yang merangkap menjadi anggota sekaligus; 
b. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal yang merangkap menjadi anggota; 
c. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga 

Keuangan yang merangkap menjadi anggota; 
d. Ketua Dewan Audit merangkap menjadi anggota;  
e. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen; 
f. Seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank 

Indonesia; dan  
g. Anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I 

kementerian Keuangan. 26 
 

b. Dasar Hukum Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan  
Otoritas Jasa Keuagan merupakan sebuah lembaga yang dirancang untuk 

melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar 
modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pension dan asuransi. Pada dasarnya 
terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan hanya mengatur 
mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang 
memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Dengan 
dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan dapatmencapai mekanisme koordinasi yang lebih 
efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga 
dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan agar adanya pengaturan 
juga pengawasan yang lebih terintegrasi.   

                                                             
25 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd97bc71ee6b/otoritas-jasa-keuangan (diakses pada 

tanggal 11Juni 2018 pukul 20.00).    26  Ibid 



Krisis yang melanda pada tahun 1998 telah membuat sistem keuangan Indonesia 
porak poranda. Dengan keadaan yang sedemikian rupa, maka lahirlah kesepakatan untuk 
membentuk suatu lembaga pembanu dimana untuk membantu tugas dalam bidang 
perbankan di Indonesia, oleh karenanya lahirlah Otoritas Jasa Keuangan yang menurut 
undang-undang tersebut harus terbentuk pada tahun 2002. Meskipun Otoritas Jasa 
Keuanagn dibidani berdasarkan kesepakatan dan diamanatkan oleh Undang-undang, 
nyatanya sampai akhir tahun 2002 draft untuk pembentukan Otoritas Jasa Keuangan belum 
ada, sampai akhirnya Bank Indonesia mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah.  

Oleh karena Bank Indonesia sudah tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya secara 
efiesien maka pemerintah memerlukan Lembaga pembantu untuk membantu memperingan 
kinerja Bank Indonesia tersebut sehingga lahirlah Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2010. 
Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangnya beban pekerjaan yang selama ini di pikul oleh 
Bank Sentral menjadi lebih ringan dan berkelanjutan secara efektif dan efisien.27  

Lembaga pnunjang negara sangat dibutuhkan dalam keadaan saat ini mengingat 
semakin berkembangnya jaman. Berikut factor-faktor yang mempengarui munculnya 
lembaga negara penunjang yaitu: 

1. negara mengalami perkembangan dimana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi 
sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh 
kehidupan masyarakat; 
2. hampir semua nagara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan 
bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan (Welfare State). Untuk 
mencapai tujuan tersebut, negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat 
dan komprehensip dari semua lembaga negara yang ada.  
3. adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena factor-faktor sosial, 
ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme 
dan lokalisme yang semakin komplek mengakibatkan variasi struktur dan fungsi 
organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang.  
4. terjadinya tansisi demokrasi, yang mengakibatkanterjadinya berbagai kesulitan 
ekonomi, dikarenaan terjadinya aneka perubahan sosial dan ekonomi. Negara yang 
mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak negara melakukan 
eksperimentasi kelembagaan termasuk Indonesia yang membutuhkan lembaga 
penunjang untuk kinerja negara.  

 
j. Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
25/PUU-XII/2014.  

Pada tahun 2014, kontroversi mengenai kedudukan Otoritas Jasa Keuangan 
mengemuka. Terdapat gugatan yang diajukan oleh Salamuddin yang merupakan seorang 
peneliti di Institute for Global Justice, ahmad Suryono, dan Ahmad Irwan Lubis. Gugatan 
tersebut ditujukan untuk membubarkan Otoritas Jasa Keuangan karena Otoritas Jasa 
Keuangan merupaka lembaga yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yaitu tentang Bank 
Indonesia menjadi dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuanagan. Undang-undang tersebut 
                                                             

27 https://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/1konsep-tentang-lembaga-negara-penunjang/, Diakses 
pada tanggal 13 Juli 2018, Pukul: 11.30 WIB.  



dimaksudkan untuk menetapkan peraturan terkait dengan tugas pengawasan bank dan 
bukan merupakan undang-undang yang mengatur pengawasan sektor jasa keuanga 
nonbank dan jasa keuangan lain. Pada Pasal 34 ayat (1). Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 tahun 1999 yaitu tentang Bank Indonesia tidak dapat dijadikan dasar 
sebagai pembuatan undang-undang yang mengatur sektor jasa keuangan nonbankdan 
sektor jasa keuangan yang launnya. Sebab sektor jasa keuangan on bank dan jasa keuanagan 
yang lainnya telah diatur dalam sejumlah undang-undang yang secara khusus mengatur 
dan mengawasi sektor jasa keuangan dan jasa lain. Undang-undang yang mengaturdan 
mengawasi sektor jasa keuangan dan jasa lainnya memiliki dasar konstitusional yang lebih 
kuat. 

Fungsi pengawasan dan pengaturan bank, sejatinya merupaka tugas konstitusional 
Bank Indonesia yang diturunkan langsung dari ketentuan Pasal 23 huruf d Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur melalui Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 yaitu tentang Bank Indonesia. Dengan demikian 
maka Bank Indnesia lebih memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam melaksanakan 
tugas pengaturan dna pengawasan terhadap seluruh bank. Sifat Otoritas Jasa Keuangan 
yang meleburkan tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank tersebut 
menimbulkan konsekuensi terhadap aplikasi Basel dan siapa yang akan mewakili Negara 
Indonesia dalam forum bank sentral seluruh dunia. Secara fungsi dan kewenangan, Bank 
Indonesia sudah tidak memiliki kelayakan untuk memerankan diri menjadi wakil negara 
Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh bank yang ada di 
Indonesia.  

Permasalahan yang diajuakan oleh Pemohon selain terkait dengan fungsi 
pengaturan dan pengawasan, pemohon juag mempertanyakan dan meragukan 
independensi dari Otoritas Jasa Keuangan diman adalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 yaitu tentang Bank Indonesia dicangkok secara 
bulat melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan. Padahal kata 
“Independen” tersebut tidak ada dasarnya dalam konsideran Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
Menurut pemohon Otoritas Jasa Keuangan akan menjadi lembaga yang berdiri bebas, lepas 
dari kekuasaan negara, yang pada nantinya Otoritas Jasa Keuangan akan sangat 
terpengaruh pada perkembangan pasar keuangan. Akibat yang akan ditimbulkan adalah 
kepenyingan publik yang menyangkut stabilitas keuangan, kemudian penurunan tingkat 
kesejahteraan keuangan, dan perlindungan konsumen akan terabaikan dan sulit dicapai. 
Pada dasarnya independen yang dikenal melalui turunan regulasi yang merujuk dan 
mengacu pada ketentuan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dimana dapat dimungkinkan adanya Bank Sentral yang independen. Namun 
entitas Otoritas Jasa Keuangan bukan turunan dan/atau lembaga operasional dari fungsi 
dan tugas Bank Sentral yang dimana Otoritas Jasa Keuangan juga mencakup tugas 
Bapepam-LK. Dengan permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa kata “independen” 



yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuanagn bertentangan dengan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Dengan demikian sistem penagturan dan pengawasan terintegritas di dalam suatu 
lembaga, menurut Mahkamah didasarkan pada pengalaman adanya krisis keuangan yang 
pernah terjadi di Indoensia, struktur dan sistem keuangan yang saat ini berlaku, dan best 
practice di beberapa negara menjadi alasan pembentukan undang-undang menilai bahwa 
yang paling sesuai dengan Indonesia adalah model unified supervisory, yakni suatu sistem 
pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang terintegritas di dalam suatu 
lembaga tunggal yang kemudian dinamakan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5253), sehingga menurut Mahkamah tidak dapat dikatakan adanya penumpukan 
kewenangan. Akan tetapi hal tersebut semata-mata merupakan pilihan kebijakan hukum 
dari pembentukan Undang-Undang. Pilihan kebijakan hukum dari pembentukan Undang-
Undang tersebut menurut Mahkamah justru mendapatkan legitiasi konstitusional dari Pasal 
23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pasal tersebut 
menentukan diantaranya pengaturan megenai kewenangan bank sentral diserahkan kepada 
pembentuk Undang-Undang sehingga pengalihan kewenangan atau fungsi Bank Sentral 
yang oleh pembentuk Undang-Undang diamakan Bank Indonesia (BI) kepada lembaga lain 
merupakan open legal policy dari pembentuk Undang-Undang.  

Adapun terkait dalil tentang adanya umpang tinidih kewenangan, menurut 
Mahkamah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5253) telah menentukan secara jelas dan tegas 
kewenangan Bank Indnonesia beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yaitu 
bahwa “Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan 
pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menadi 
tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan 
macroprudential yakni pengawasans selain yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas da 
kewenangan Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasn macroprudential, Otoritas 
Jasa Keuangan membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral kepada perbankan. 
Meskipun telah ada pembagian kewenangan tersebut, menurut Mahkamah ke depan 
pembentukan Unang-Undang perlu melakukan pengaturan secara jelas dan tegas atas 
lingkup macroprudential oleh Bank Indonesia melalui peruahan Undang-Undang Republik 
Idonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sehingga tidak menimbulkan 
problematika implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Selain itu untuk menghindari tumpang 
tindih kewenangan pengawasan sektor perbankan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank 
Indonesia, menurut Mahkamah perlu segeradibangun sarana pertukaran informasi anatara 
Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia.   



Dalam permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan 
permohonan para provis sebagai beritut:28  

 Dalam Pokok Permohonan 
Menyatakan: 
1. mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagaian: 

1.1 frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata 
“independen” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
OtoritasJasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negaa Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2 frasa “dan bebas dari campur tanagan pihal lain” yang mengikuti kata 
“independen” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
OtoritasJasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat; 

1.3 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
OtoritasJasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) selengkapnya 
menjadi “Otoritas Jasa Keuanga, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga 
yang independent, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, 
pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undan ini”. 
2. menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selanjutnya; 
3. memerintahkan pemuatan putusan ini dalan Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya.  
Namum pada kenyataannya sistem pengaturan dan pengawasan yang seharusnya 

dilakukan oleh Bank Indonesia masih ada campur tangan dari Otoritas Jasa Keuangan 
sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Bank Sentral dan Otoritas Jasa 
Keuangan. Hal ini berdampak pada kedudukan Bank Indonesia apakah Bank Indonesia 
masih merupakan Bank Sentral di Indonesia yang mewakili perbankan dunia yang 
notabenya wewenang yang seharusnya menjadi kewenangan Bank Indonesia masih ada 
campur tangan dengan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu karena didak diatur secara jelas 
tugas dan kewenangan masing-masing antara Otoritasn Jasa Keuangan dengan Bank 
Indonesia itulah menjadi polemik tumpang tindihnya kewenangan pengaturan dan 
pengawasan terhadap sektor perbankan yang ada di Indonesia.  

 
2. Penyelesaian Permasalahan Antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indoesia. 

Permasalahan yang terjadi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia 
menajadi perbincangan publik yang tiada habisnya. Perdebatan demi perdebatan 
bermunculan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak untuk membubarkan 
Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang telah melampaui batas 
Bank Indonesia serta pengaturan kewenangan  yang kurang spesifik antara microprudential 
dan macroprudential menjadi alasan tumpang tindihnya kewenangan antara keduanya.   
                                                             28 Keputusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. 



a. Adapun tujuan dan kewenangan dari Bank Indonesia yaitu:29 
1. Tujuan pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan 

fungsi perbankan Indonesia sebagai berikut: 
a. lembaga kepercayaan measyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun 
dan penyalur dana 
b. pelaksana kebijakan moneter; 
c. lembaga yang ikut berperan dalam membantu peryumbuhan ekonomi serta 
pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara 
menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat 
dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas dalam Pasal 8 
Undang-Undang Republik Idonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai 
berikut: 

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 
b. mengatur dna menjaga kelancaran sistem pembayaran; 
c. mengatur dan mengawas Bank. 
1.1 Dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Idonesia Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia berwenang: 

a. menetapkan sarsara-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi 
yang ditetapkannya; 
b. melakukan pengendalian monete dengan menggunakan cara-cara yang 
termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

1. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 
2. penetapan tingkat diskonto; 
3. penetapan cadangan wajib minimum; dan  
4. pengaturan kredit atau pembiayaan.  

1.2 Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip Syariah.  
1.3 pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) 
ditetapkan dengan Pengaturan Bank Indonesia.   
 
2.1 Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Bank Indonesia berwenang: 

a. melaksanakan dan memberika persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa 
sistem pembayaran; 
b. mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan 
laporan tentang kegiatannya; 
c.     menetapkan penggunaan alat pembayaran. 
2.2 pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dietapkan 
dengan Peraturan Bank Indonesia.  
 

                                                             
29 https://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/tujuan-dan-

kewenangan/Contents/Default.aspx, Diakses pada tanggal 13 Juli 2018, Pukul 15.30 WIB.  



b. Status dan Kedudukan Bank Indonesia  
Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Setral yang independent 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, 
yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 
dinyatakan berlaku pada yanggal 17 Mei tahun 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini 
memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lemabga negara yang independen dalam 
melaksanakan tugasnya dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintahan 
dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang 
ini.  

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melakasanakan 
setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. 
Pihal luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bnak 
Indonesia berkewajiban untuk menolah atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun 
dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan Bank Indonesia yang khusus tersebut 
iperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas 
moneter secara efektif san efisien.  

Bank Indonesia selain lembaga yang independen, Bank Indonesia juga merupakan 
badan hukum. Status sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan 
peraturan-peraturan hukum yang meruakan pelaksanaan dari undang-undang yang 
mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan 
hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam 
maupun di luar persidangan.  

Bank Indonesia merupakan bank sental yang menduduki perbankan yang ada di 
Indonesia. Bank Indonesia merupaka lembaga negara yang independen sesuai Pasal 4 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang 
termuat sebagai berikut:30 

1.  Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia; 
2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur 

tanan Pemerintahan dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang 
secara tegas diatur dalam undang-undang ini.  

3. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.  
c. Visi, Misi dan Sasaran Bank Indonesia 
1.1 Visi Bank Indonesia 
Visi dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yang kredible dan terbaik di regional 

melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah 
dan nilai tukar stabil.  

1.2 Misi Bank Indonesia  
Misi dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut: 
a. mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebikajan 
moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 
b. mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta 
mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi 

                                                             
30 Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 



sumber pendanaan dan/atau pembiayaan dapar berkontribusi pada pertumbuhan 
dan stabilitas perekonomian nasional.  
c. mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancer yang 
berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem 
keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentinagn nasional.  
d. meningkatkan dan memelihara organisasi dan sumber daya manusia Bank 
Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta 
melaksanakan tata kelola yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tuga yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia.  
 
1.3 Sasaran Strategi Bank Indonesia  
Untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia 
menetapkan sasaran strategis jangka menengah Panjang, yaitu: 
a. memperkuat pengendalian inflansi dari sisi permintaan dan penawaran 
b. menjaga stabilitas nilai tukar mata uang 
c. mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien 
d. menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP 
e. mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis  
f. memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar 
g. mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, Kultur , dan 
govermance 
h. memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif Bank Indonesia 
i. mempercepat ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten 
j. memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif Bank Indonesia 
k. memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke Otoritas 
Jasa Keuagan 
Dengan penjelasan diatas, Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen 

dan tidak ada campur tangan dari lembaga manapun termasuk Otoritas Jasa Keuangan. 
Namun pada kenyataannya kewenangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 
banyak menimbulkan problematika. Dengan adanya gugatan yang diajukan oleh para 
pemohon tentang pembubaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Bank Indonesia dapat 
dianggap bukan sebagai Bank Sentral yang memegang segala kegiatan Perbankan di 
seluruh Indonesia. Selain itu, independensi dari Bank Indonesia juga diragukan karena 
Otoritas Jasa Keuangan masih dapat campur tangan dengan kewenangan terhadap 
pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap sektor perbankan. Ketidak perincian 
pengaturan kewenangan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan membuat 
berbagai polemik di negara Indonesia dan mempertanyakan siapa sentral bank yang 
mewakili Indonesia.   

Oleh karenanya untuk menyelesaikan permasalaha anatara Bank Indoensia dengan 
Otoritas Jasa Keuangan seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan uji material terhadap 
Undang-Undang Republik Idonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sehingga 
tidak menimbulkan problematika implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 



111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) untuk lebih 
menjabarkan kewenangan apa saja yang di pegang oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga 
tidak ada lagi permasalahan yang timbul antara kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan 
Bank Indonesia. Selain itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
XII/2014 keududkan Otoritas Jasa Keuagan lebih tinggi dibandingkan dengan Bank 
Indonesia yang merupakan bank sentral di Indonesia, dikarenakan kewenangan terhadap 
pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang seharusnya menjadi tugas 
Bank Indonesia terdapat campur tangan dari Otoritas Jasa Keuangan.  
 
C.PENUTUP 

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
25/PUU-XII/2014 yaitu dengan ditolaknya pembubaran Otoritas Jasa Keuangan oleh 
Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa kedudukan Otoritas Jasa Keuangan melampaui 
kedudukan Bank Indonesia dilihat dari kewenangan terhadap pengaturan dan pengawasan 
Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia tidak bisa dikatakan merupakan Bank Sentral 
negara Indonesia dikarenakan kewenangan terhadap pengaturan dan pengawasan masih 
ada campur tangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang lahir dari Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.  

 
penyelesaian untuk meredahkan perdebatan yang selama ini menjadi perbincangan 

publik antara wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menurut Peneliti yaitu 
dengan merevisi Undang-Undang Republik Idonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia sehingga tidak menimbulkan problematika implementasi Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5253) yang memuat untuk mempertegas tugas dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga 
kedudukan antara Bank Indonesia denagan Otoritas Jasa Keuangan tidaklah terbalik dan 
dapat kemabali seperti semula.   

Hendaknya pemerintah agar melakuakan Judicial Review terhadap Undang-Undang 
Republik Idonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sehingga tidak 
menimbulkan problematika implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sehingga tugas dan 
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan semakin jelas dan Bank Indonesia dapat kembali 
menjadi Bank Sentral tertinggi di Indonesia dan saling menghargai dan melakukan tugas 
masing-masing dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa 
keuangan di Indonesia sehingga tidak ada lagi polemic tentang kedudukan antara Otoritas 
Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia 
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